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KEPALA BPKAD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

. bahwa Badan Pengeloia Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan sebagai instansi
pemerintah daerah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengeiolaan keuangan dan aset
daerah;

. bahwa untuk melaksanakan apa yang dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu untuk membuat
uraian tugas dan jabatan Sumber Daya Manusia
(SDM) di lingkungan BPKAD Kabupaten Halmahera
Selatan dengan men%tapkannya dalam keputusan
Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan,

) Undang—und?mg Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian |sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nom?r 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsii Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupateg'l Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran} Negara R.L. Nomor 3895)
sebagalmana telah di ITbah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I
Nomor 3961);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Halmahera  Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore

- Kepulauan di Provingi Maluku Utara (Lembaran

‘Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara R.I. | Nomor 4264);




MENETAPKAN
KESATU

KEDUA

. Uncfang—Undang Nof‘or 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomior 9 Tahun 2015 ftentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

tentang Pedoman ﬂ’embinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4594);

. Peraturan Pemerintah
Organisasi Perangkat

Peraturan Pemerintah
Pembagian Urusan Pe
Daerah  Provinsi
Kabupaten/Kota (L€
Inddnesia Tahun 2
Lembaran Negara Repu

Republik Indonesia Tat
Lembaran Negara Repu

Nomor 38 Tahun 2007 tentang
merintahan antara Pemerintah
dan Pemerintah Daerah
rmbaran Negara  Republik
D08 Nomor 82, Tambahan
1blik Indonesia Nomor 4737);
Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Daerah (Lembaran Negara
rwun 2007 Nomor 89, Tambahan
1blik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halrmhahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Selatan Tahun 2016 nomor 8);
9. - Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 3
Tahun 2008 tentang | Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Halmahera|Selatan

MEMUTUSKAN:|
i

' |
Uraian Tugas dan Jabatan di Lingkungan Badan
Pengelola Keuangan d Aset Daerah Kabupaten

Halmahera Selatan; |
» Uraian Tugas dan Jabatan di Lingkungan  Badan
Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten

Halmahera Selatan mengacu pada peraturan yang
mengikat jabatannya;

I
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabjla dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputysan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal, Februari 2017
. Kepala BPKAD
Paraf Koordinasi 2 o almahera Selatan
£ .
- 2
Sekertaris BPKAD @
Kasubag. Tata * $ o
Usaha S\ Aswi SE, MM

Stm~—Pembina [Va
ip 19256517 200604 1 022

Bupati Halmahera Selatan, di Labuha (sebagai laporan).

Wakil Bupati Halmahera Selatan, di Labul'ua1 (sebagai laporan).
Inspekitur Kabupaten Halmahera Selatan, di Labuha.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Selatan, di
Labuha. :
Arsip.

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepadig‘:lh:

o AR



URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL'TIAN PEJABAT FUNGSIONAL

BAB I :
KETENTUAN UMUM
Pasat 1 ]

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan |
b. Sekretariat membawahi :
1. Sub bagian Tata Usaha
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

¢. Bidang terdiri dari : |
1. Bidang Anggaran membawahi :
a. Seksi Perencanaan Anggaran
b. Seksi Penyusunan Anggaran
¢. Seksi Pelaksanaan Anggaran

|
|
i
|

2. Bidang Pendapatan Membawahi : }
a. Seksl Perencanaan dan Pendapatan
b. Seksi Pengelolaan Pendapatan E
¢. Seksi PBB P2 & BPHTB

3. Bidang Akuntansi membawahi :
d. Seksi Akuntanst Penerimaan
e. Seksi Akuntansi Pengeluaran :
f. Seksi Pencatatan & Pelaporan !

4. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah rﬁembawah:
a. Seksi Perencanaan Aset
b. Seksi Penataan Aset & Pertanahan I
¢. Seksi Penilaian Aset 5

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas
e. Kelompok Jabatan Fungsional

BABII
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
- Bagian Pertama
Kepala Badan

|
Pasai 2

Kepala BPKAD mempunyai tugas membantu Bupatu alam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan daerah.

Pasal 3

|
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks%d dalam Pasal 2, Kepala BPKAD
mempunyai fungsi dengan rincian sebagai berikut:

I
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‘A. Kepala BPKAD selaku Penggu_ha Anggaran dan Pengguna Barang Milik Daerah
mempunyai fungsi: i

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran '(DPA),

pelaksanaan Anggaran SKPKD; |

pelaksanaan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
pelaksanaan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;

pengelolaan utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPKD;
pengawasan pelaksanaan anggaran SKPKD;

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD

pengajuan rencana kebutuhan barang milik dgerah SKPKD;

pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang: diperoleh dan DEbSIT APBD dan perolehan lainnya yang
sah;

pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barTng milik daerah SKPKD;
penggunaan barang milik daerah SKPKD;

pengamanan dan pemeliharaan barang milik aerah SKPKD;

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik
daerah SKPKD; !

penyusunan dan penyampaian laporan barang per semester dan tahunan;
pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang: diperoleh dan beban APBD dan Perolehan lainnya yang
sah kepada Bupati melalui pengelola;
penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dar fungsi SKPKD;

pengajuan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;

penyerahan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
tugas pokok dan fungsi SKPKD kepada Bupati melalui pengelola;

penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

I
|

2. Kepala BPKAD selaku PPKD mempunyai fungsi:

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

pelaksanaan fungsi BUD; |

penyusunan laporan keuangan daerah yang m‘Frupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BuPatt

3. Kepala BPKAD selaku BUD mempunyai fungsi:

|
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran $DPA) SKPD;
pengendalian pelaksanaan APBD;
pemberian petunjuk teknis pelaksanaan 5|sten1 penerimaan dan pengeluaran kas
daerah;
pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pqueluaran APBD oleh Bank yang
telah ditunjuk;
pengusahaan dan pengaturan dana yang dlpeﬂukan datam pelaksanaan APBD;
penyimpanan uang daerah; 1
penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD); .
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
petaksanaan proses usulan penunjukan pengelo!aan keuangan daerah;



! |
pengendalian penerimaan dan pengeluaran ‘kds;

pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);

pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan znyetoran Perhitungan Pihak Ketiga

(PPK); |

pelaksanaan restitusi i pengembalian kelebihan pendapatan;

penyiapan kebljakan akuntansi keuangan daerah;

pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuapgan dan aset daerah,

penyusunan laporan keuangan daerah dalam Tangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD; | !

penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaa!p pengelolaan aset daerah;

pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan

rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;

« pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/ kota;

 penyajian informasi keuangan dan aset daerah;

* pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemerosesan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi -TGR);

» pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;

» pengkoordinasian dan pembinaan péngelolaan keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD); dan

» pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pati.

4. Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola Aset/B?rang Milik Daerah mempunyai

fungsi: !

* penetapan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

« penelitian dan persetujuan rencana kebutuh_aﬁ barang milik daerah;

» penelitian dan persetujuan rencana kebutuha pemeliharaan/perawatan barang
milik daerah; i

« pengaturan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang telah disetujui Bupaf;

» pengkoordinasian dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

» pelaksanaan pengawasan dan pengendalian a#as pengelolaan barang milik
daerah; |

« pemberian bantuan kepada pengelola mengkoordinir penyelenggara

» pengelolaan barang milik daerah; dan

« pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh quati.

Bagian Kedua l
Sekretaris

Pasald

Sekretarls mempunyal tugas membantu Kepala BPKAb dalam merencanakan, menyusun
program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dah pengelolaan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dfétlam Pasal 4, Sekretaris

mempunyai fungsi: |
» pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja ban Anggaran (RKA) dan Rencana
Kerja Perubahan Anggaran (RKPA);
» pengkoordinasian penyusunan Dokumen Pelalganaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

]
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i ’ :
pengkoordinasian penyui;'unan kebutuhan dnggaran; '
?Sell?\dk)sanaan pengujian atas belanja dan penerbitan Surat Perintah Membayar
penelitian konsep ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain;
pelaksanaan administrasi utang dan piutang \}ang menjadi tanggung jawab SKPD:
pelaksanaan monitoring anggaran SKPD;
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPKD;
pengelolaan barang milik daerah;
penyiapan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dan beban APBD dan
Perolehan lainnya yang sah;
pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD;
pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan %:rang milik daerah pada SKPKD;

pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPKD;
penyiapan usuian pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengeloia; -
pelaksanaan pengawasan dan pengendatian g?l;as penggunaan barang milik
daerah SKPKD; !
penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD;
pengelolaan administrasi kepegawaian: '
pengelolaan urusan rumah tangga; ,
pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan;
pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ke;?ala BPKAD.

|

Pasal 6

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: |
melaksanakan penerimaan, pendistribusian surat menf/urat, penggandaan naskah dan

kearsipan;

¢ & & 8 & & ¢ & »
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menyelenggarakan urusan rumah tangga dan Keprotokolan; .
melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
perencanaan dan pembinaan mempersiapkan kepegawaian;
mengelfola administrasi kepegawaian;
mengelola urusan rumah tangga;
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugTs-tugas Bidang;
mengelola kearsipan dan perpustakaan; |

melaksanakan monitoring dan evaluasi cwgani%si dan tatalaksana;

melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan
peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun
faporan pertanggung jawaban atas barang-barqng inventaris;

menyiapkan administrasi permohonan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoie‘j dan beban APBD dan Perolehan
lainnya yang sah; |

melakukan pencatatan dan Inventarisasi barang milik daerah pada SKPKD;
melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang millk daerah pada SKPKD;
menyusun dan menyampaikan laporan barang gemesteran dan tahunan;
mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerahbagi SKPKD;




« menyiapkan usulan pemindahtanganan barahd milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak memerlukan ersetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;

+ menyusun dan menyampaikan Laporan Baran Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) SKPKD; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
» meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disampaikan
bendahara pengeluaran yang diketahui/disetujui Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK);
» meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan
(GUP)/Tambah Uang Persediaan (TUP)/Langsung (L.S), dan LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya;
melakukan verifikasi SPP; :
menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); |
melakukan verifikasi harian penerimaan SKPKD?;
melaksanakan akuntansi SKPKD dan menyiapkan laporan keuangan SKPKD; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh- : kretaris.

|
(3) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Progranx‘ mempunyai tugas:

menyusun RKA/RKAP SKPKD;

menyusun DPA/DPPA SKPKD;

menyiapkan laporan kinerja;

menyusun kebutuhan anggaran kas;

menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana

strategis,rencana kerja tahunan; |

mengkoordinir penyusunan program;

I

mengkoordinasikan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang
(SIMDA); dan melaksanakan tugas lain yang d%)erikan oleh Sekretaris.

* & ¢ & o
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Bagian Ketiga |
- Bidang Anggaran

Pasal 7 .
Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahah koordinasi, pembinaan,
perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan perubahan
APBD, mengkoordinasikan dan memverifikasi RKA, DPA dan DPPA, menyiapkan data
untuk penerbitan SPD, anggaran kas, dan menyiapkan data petunjuk teknis yang
berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Anggaran
mempunyai fungsi:

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah;

penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
pelaksanaan penyiapan petunjuk teknis penyusynan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD; |

* & o @



pelaksanaan koordinasi éenyusunan dan p‘é5 bahasan RKA, RKAP, DPA dan DPPA
SKPD;

pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD danh rancangan
perubahan APBD; l

pelaksanaan koordmasn dan kompilasi bahan- bahan penyusunan jawaban
eksekutif dalam rangka penyusunan APBD dap rancangan perubahan APBD;
pelaksanaan penyempurnhaan rancangan APBP dan rancangan perubahan APBD;
pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD;

pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dz}n pengesahan DPA/DPPA SKPD dan
SKPKD;

pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengenqlallan pelaksanaan APBD;
pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka

penyusunan program;

pelaksanaan monitoring dan évaluasi anggar: n SKPD; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD.

(1) Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tligaS'

menyiapkan bahan perumusan petunjuk tekmrs penyusunan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD,

menghimpun dan meneliti bahan serta data-di pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam rangka penyusunan rancav;\gan APBD serta rancangan
perubahan APBD;

melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebagal bahan penyusunan rancangan
APBD dan rancangan perubahan APBD; *

menyiapkan nota keuangan rancangan APBD ;Ian rancangan perubahan APBD;
menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
menyiapkan bahan penyempurnaan rancangab APBD dan rancangan perubahan
APBD; .

menyiapkan penerbitan SPD; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas.

.

menyiapkan bahan perumusan petunjuk tekni? penyusunan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD;

menghimpun dan meneliti bahan serta data-d@ta pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan
perubahan APBD; 1

melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebag

APBD dan rancangan perubahan APBD;
menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas belanja dan pembiayaan;
menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

menyiapkan penerbitan SPD; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

i bahan penyusunafl rancangan




(3) Subbidang Pelaksanaan An&garan mempunyai'tdgas:

« menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD; i

» menghimpun dan meneliti bahan serta data-data pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam rangka penyusunan rancahgan APBD serta rancangan
perubahan APBD; !

« melaksanakan verifikasi RKA dan RKAP sebagai bahan penyusunan rancangan
APBD dan rancangan perubahan APBD; !

« menyiapkan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

» menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas! belanja dan pembiayaan;

» menyiapkan bahan penyempurnaan rancangajl APBD dan rancangan perubahan
APBD;

« menyiapkan penerbitan SPD; dan !

« melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempaf:
Bidang Akuntansi

Pasal 10

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bah'?n koordinasi, pembinaan dan
petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan Kas,
akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, restitusi
dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). |

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud délam Pasal 13, Bidang Akuntansi
mempunyai fungsi: :

+ penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam

» pelaksanaan akuntansi daerah maupun akuntansi SKPD;

» pelaksanaan pengujian rekening belanja atas S#’ZD yang telah terbit apakah
sudah sesuai dengan ketentuan berlaku; !

pelaksanaan restitusi/ pengembalian pendapatan daerah;

pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertaﬁ;;angjawaban pelaksanaan APBD;

penyusunan laporan keuangan daerah triwulan, semester dan tahunan;

penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Ia;}oran berkala tentang laporan

keuangan daerah;

pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

+ penelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rekening
koran;

« penyiapan administrasi Tuntutan Perbendahara?n dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-
TGR); |

» penyajian informasi keuangan daerah; f

+ pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepﬁala BPKAD.

|

* & o

Pasal 12

(1) Subbidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tuga{s:




melaksanakan identifikasi dan klasifikasi trafigaksi penerimaan;
melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD terkait;

menyiapkan laporan penerimaan secara periodik;

melakukan koreksi jurnal penerimaan; ‘I

menyiapkan laporan realisasi penerimaan APBD semester; .

menyiapkan laporan realisasi penerimaan APéD tahunan;

menyiapkan administrasi TP-TGR; |

melaksanakan analisis pemberdayaan dan pe%empatan uang daerah melalui

investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah; dan
« melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Subbidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tl{gas:

melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi pengeluaran;
melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
menyiapkan laporan pengeluaran secara periddik;

melakukan koreksi jurnal pengeluaran; ’

menyiapkan laporan realisasi pengeluaran AP$D semester;
menyiapkan Iaporan realisasi pengeluaran APBD tahunan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh !(epala Bidang.

(3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai itugas:

» menyusun kebijakan akuntansi;
« melakukan rekonsiliasi laporan penerimaan d n pengeluaran dengan SKPD;
menyusun laporan realisasi APBD semester d n prognosis 6 (enam) bulan
berikutnya; |
menyusun laporan realisasi APBD tahunan; |
menyiapkan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
menyiapkan ikhtisar laporan keuangan BUMD
menyiapkan rancangan peraturan daerah tenﬁ%ng pertanggungjawaban APBD;
menyajikan sistem informasi keuangan daerah pemerintah kabupaten;
melakukan koordinasi dalam rangka penyusurnian laporan keuangan BLUD; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
t
Bagian Kelima,
Bidang Pengelola Kekaya;an Daerah

Pasal 13

Bidang Pengelola Kekayaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan
kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan penatPusahaan dan pemeliharaan

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengelola

Kekayaan Daerahmempunyai fungsi: i

« penyusunan perumusan kebijakan daerah bldang penatausahaan dan
pemeliharaan aset;

« pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah

« pelaksanaan proses penunjukan pejabat peng#rus dan penyimpan barang millk
daerah;

. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang

« penatausahaan dan pemeliharaan aset;
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 pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap kegifitan penatausahaan dan

pemeliharaan aset; |
+ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
* Penatausahaan dan pemeliharaan aset; dan i
» pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKAD.

Pasal 15 |

(1) Subbidang Perencanaan Aset mempunyai tugas:
|

« menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang
penatausahaan aset;

. Im_elaksemakan pengendalian terhadap mutasi barang/aset SKPD dan unit kerja
ainnya; ?

» melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi data: aset SKPD;

» melaksanakan proses administrasi penatausahaan aset;

» menghimpun, meneliti dan menyusun bahan qalan rangka penyusunan
Rencanaan Kebutuhan Barang Unit (RKBU); |

* mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menyusun laporan persediaan
barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD pertriwuian;

* Mmempersiapkan dan menyusun faporan baran daerah dalam rangka penyusunan

neraca daerah;

 melaksanakan penatausahaan, inventarisasi serta pengendalian aset daerah; dan

» meiaksanakan tugas lain yang diberikan oimwepala Bidang.

» Mmenyiapkan bahan, perumusan dan pengk
pengamanan aset; !

 melaksanakan pengawasan dan pengamanan set;

» mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pengamanan
aset; |

» melaksanakan pembinaan pada unit kerja terkait ( terhadap aset-aset milik
Pemerintah kabupaten; dan

« melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Subbidang Penilaian Aset mempunyai tugas:

« menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan daerah di bidang
pemeliharaan aset; 1

+ melaksanakan pengawasan dan pengendalian t‘frhadap pelaksanaan
pemeliharaan aset; i

» mengkoordinasikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan aset
pada SKPD unit kerja lainnya; |

» melaksanakari proses administrasi pemeliharaan aset; .

« menghimpun dan mengkoordinasikan rencana kebutuhan pemeliharaan aset
daerah; dan

» melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ke?pala Bidang.

(3) Subbidang Penataan & Pertanahan Aset mempunyai tugas:

inasian kebijakan daerah di bidang

s penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang

pemanfaatan dan pengamanan aset; o
« pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di
bidang pemanfaatan dan pengamanan aset;




pengkoordinasidn dan memfasilitasi dengartunit kerja terkait terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidanq pemanfaatan dan pengamanan
aset; :

pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemanfaatan dan
pengamanan aset sesuai peraturan perundanlgundangan yang berlaku;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang pemanfaatan dan pengamanan aset; dan

pelaksanaan tugas lain :

menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang
pemanfaatan aset;

melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan aset;

menyiapkan bahan administrasi penggunaan,%enghapusan dan perubahan status
hukum aset daerah; 1
mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait dalam pemanfaatan aset;
melaksanakan proses pemberian izin penggun@an aset daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;g

melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan aset daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh epala Bidang.
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